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A. Pendahuluan

Zaman yang terus berkembang pada dasarnya selalu diiringi
dengan perkembangan teknologi yang signifikan. Berkembangnya ~
teknologi salah satunya memberi dampak pada angka kejahatan
yang meningkat. Teknologi yang cukup memadai telah memudahkan
untuk memperoleh informasi dengan cepat. Hal ini yang kemudian
menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan seksual
Kekerasan seksual merupakan masalah yang sering terjadi dalam
kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi serta
informasi menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang ada kaitannya
dengan seksualitas atau biasa dikenal dengan pelecehan seksual
(sexual harassment) (Prayoga, 2022). Pelecehan seksual sebagai salah
satu bentuk kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi merupakan
tindakan seksual' melalui sentuhan fisik maupun non fisik terhadap
tubuh seseorang. Tindakan ini pada dasarnya memberikan rasa
tidagk nyaman dan perasaan direndahkan kepada korban. Selain itu,
pelecehan yang dialami setelahnya akan berdampak pada kesehatan
maupun keselamatan korban.

Pada dasarnya, korban pelecehan seksual tidak terbatas
pada gender tertentu. Akan tetapi, perempuan merupakan pihak
yang cenderung menjadi korban pelecehan seksual. Komnas
Perempuan pada tahun 2022 mencantumkan dinamika pengaduan
yang terkumpul sebanyak 338.496 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu
empat ratus sembilan puluh enam) kasus. Disebutkan bahwa angka
ini mengalami peningkatan sebanyak 50% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki
stigma sebagai pihak yang lemah dan rentan dalam masyarakat,
sehingga angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan
mengalami peningkatan tiap tahun. Oleh karenanya, perempuan akan
lebih merasa terancam dan tidak aman dibandingkan dengan laki-laki.

World Health Organization (WHO) dalam penelitiannya
mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global
danregional, menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual terhadap
perempuan telah mencapai tingkat epidemik, dan mempengaruhi
lebih dari sepertiga perempuan secara global (Hairi, 2015). Angka
kekerasan terhadap perempuan, terlebih dalam hal kekerasan

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia
dalam Berbagai Isu dan Realitas




seksual memiliki akumulasi yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa
perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan
masih lemah. Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan
semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas
seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status
hubungannya dengan korban (WHO, 2017). Kekerasan seksual dalam
hal ini tidak hanya mencakup pada kontak fisik. Sebagaimana yang
disebutkan bahwa perkembangan teknologi memungkin seseorang
untuk melakukan modus kejahatan baru. Dikaitkan dengan kekerasan
seksual, saat ini pelecehan seksual non fisik sering terjadi melalui
penyebaran video atau foto, komentar tidak senonoh, dan sebagainya.

Salah satu bentuk pelecehan seksual non fisik yang telah
beberapa kali terjadi saat ini adalah fetish terhadap objek tertentu
pada perempuan. Fetish merupakan obsesi seksual yang terjadi ketika
seseorang mengalami respon seksual yang intens terhadap objek
yang bukan manusia, atau bagian tubuh non-genital, seperti dengan
melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris tertentu, atau
bahkan dapat merujuk pada benda mati (Kafka dalam Lehmiller J.,
2014). Dalam hal ini, seseorang mengalami respon seksual yang intens
terhadap benda mati atau pada bagian tubuh manusia yang secara
umum dianggap tidak menarik secara seksual. Pelaku biasanya
berusaha memenuhi hasrat seksualnya tanpa diketahui oleh korban.
Oleh karena itu, sulit untuk menyadari motif dari pelaku sehingga
menimbulkan rasa tidak aman bagi perempuan.

Pemuasan hasrat seksual oleh pelaku fetish biasanya
dilakukan dengan meminta video atau kepada korban dengan alasan
kepentingan tertentu. Hal ini yang menyebabkan korban sulit untuk
menyadari bahwa hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan hasrat
seksual. Setelahnya, pelaku biasanya mengunggah secara publik
media yang telah diterima dalam akun media sosial khusus yang
berisikan video korban dengan konten yang serupa. Dikarenakan
media diunggah secara publik, maka konten tersebut dapat dilihat
oleh semua orang. Oleh karenanya, identitas korban dapat dikenali
dan memungkinkan bagi orang-orang untuk memberikan komentar
tidak senonoh. Identitas korban yang bisa saja dikenali"oleh orang-
orang yang menyaksikan konten tentu memberikan rasa cemas dan
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tidak aman kepada korban, sebab media yang menjadikan korban
sebagai objektifikasi seksual bisa saja menjadi pemicu pelecehan atau
kekerasan secara langsung.

L 4

Berdasarkan hal tersebut, perempuan sebagai bagian
dari masyarakat patut diberikan jaminan hak salah satunya atas
perlindungan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa perempuan
memiliki risiko lebih besar dalam mengalami kekerasan seksual. Olch
karenanya, dapat ditarik permasalahan hukum yang akan dibahas
dalam penulisan artikel ini, yakni apakah bentuk perlindungan
hukum terhadap perempuan sebagai korban fetish sebagai pelecehan
non fisik?

B. Pembahasan

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Fetish sebagai Pelecehan
Seksual Non Fisik.

Dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan
terhadap perempuan (Declaration on the Elimination of Violence
against Women), kekerasan seksual termasuk bagian dari
tindakan kekerasan terhadap perempuan. Pada Artikel 1
menyebutkan bahwa “Kekerasan terhadap perempuan berarh
sefiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan,
atau berkemungkinan mengakibatkan penderitaan fisik, seksual
atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk
ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan
kebebasan, baik yang terjadi dalam publik atau privat”. Hal
ini berarti bahwa kekerasan tidak terbatas pada tindakan fisik.
Segala tindakan yang bersifat mengancam rasa aman ataupun
keselamatan bagi perempuan dianggap sebagai kekerasan seksual.
Oleh karenanya, kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada
tindak pemerkosaan. Dalam Statuta Roma Pengadilan Pidana
Internasional Artikel 7 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa
“Pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitust paksa, pemaksaan
kehamilan, sterilisasi paksa, atau tindakan lain kekerasan seksual
yang sebanding dengan kekerasan tersebut, merupakan kejahatan
terhadap kemanusiaan.
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Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor .12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa
“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan
vang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan
dalam Undang-Undang ini”.

Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (1) menguraikan bahwa
“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan
seksual non fisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan
kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f.
penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual;
dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik”. Sementara itu, Pasal
4 ayat (2) menambahkan bahwa “Selain Tindak Pidana Kekerasan
Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana
Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan
cabul; ¢. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap
Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan
melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak
Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi
yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang
yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual
dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang
vang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas
sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang:-undangan”.

Pada dasarnya, masyarakat cenderung menganggap
bahwa kekerasan seksual baru terjadi jika terdapat kontak
fisik yang dilakukan terhadap korban dan ada jejak tindakan
dalam tubuh korban tersebut. Hal ini yang menjadikan angka
kekerasan seksual semakin tinggi, sebab pelaku merasa akan
mudah untuk terhindar dari hukum sebab tidak terdapat bukti
vang jelas dari tindakannya ataupun dalam hal tindakan non
fisik, akan mudah diberikan dalih bahwa tinddkannya tidak
memiliki intensi pelecehan. Sementara itu, bagi korban merasa
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sulit untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami karena
merasa tidak ada tindak lanjut dari laporannya ataupun merasa
takut untuk berbalik disalahkan dalam pelaporannya. Demikian
aturan maupun penanganan terhadap tindak pidana kekerasan
seksual saat ini masih cukup lemah. Hal ini mengimplikasikan
angka kekerasan seksual yang meningkat tiap tahunnya dan
diiringi dengan berbagai motif baru dalam melakukan tindakan
kekerasan seksual. Salah satu tindakan yang telah terjadi beberapa
kali adalah fetish terhadap objek dan bagian tubuh tertentu yang
secara umum tidak menarik secara seksual. Dikarenakan fefish
merupakan ketertarikan terhadap hal yang tidak biasa, maka sulit
bagi korban untuk menyadari tindakan pelaku. Hal ini disebabkan
sulit untuk menerapkan tindakan preventif oleh korban karena
pelaku biasanya meminta video atau foto dengan alasan memiliki
kepentingan'tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, tindak pelecehan seksual non
" fisik seperti fefish merupakan hal yang perlu mendapat perhatian
lebih dari pemerintah untuk segera menangani dan menyelesaikan
sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Pelecehan seksual
baik yang bersifat fisik maupun non-fisik pada dasarnya berakibat
fatal pada kondisi mental seseorang sebab dapat memberikan
trauma, depresi yang berkepanjangan, disosiatif (menarik diri
dari lingkungan), serangan panik, hingga keinginan untuk
mengakhiri hidup. Apabila tekanan-tekanan atau trauma psikis
yang dialami korban tidak segera ditangani dengan baik, maka
dapat berimplikasi pada kesehatan fisik korban.

2. Pengertian Fetish

Pada dasarnya fetisisme merupakan rasa lertarik
seseorang dari nilai yang melekat atau kekuatan suatu benda.
Fetish didefinisikan sebagai suatu obsesi seksual yang terjadi
ketika seseorang mengalami respon seksual yang intens terhadap
objek yang bukan manusia atau bagian tubuh non-genital, seperti
dengan melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris
tertentu atau bahkan merujuk pada benda mati (Kafka dalam
Lehmiller J.,, 2014). Kata “fetish” juga dapat menggambarkan
benda mati yang digunakan oleh pelaku untuk membangkitkan
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nafsu atau hasrat seksual dengan merujuk pada- bagian tubuh,
objek, situasi maupun suatu aktivitas (Ventriglio, Bhat, Torales
& Bhugra, 2021). Para pelaku yang memiliki ciri-ciri tersebut
digolongkan sebagai gangguan fetish yang mana memiliki fantasi
seksual maupun dorongan seksual yang menyebabkan gangguan
emosional bersifat negatif pada kaum wanita baik yang dijumpai
secara langsung, dilihat pada media sosial, dan sebagainya.

Gangguan Fetish tergolong dalam kelompok paraphilia
disorder yang mana paraphilia berasal dari kata ‘para’ yang artinya
penyimpangan dan ‘philia’ yang berarti cinta atau ketertarikan.
Maka dari itu, paraphilia merupakan bentuk penyimpangan objek
dalam ketertarikan seksual. Fetish sebagai jenis dari paraphilia
dapat dimaknai sebagai gangguan yang dialami seseorang melalui
rangsangan seksual dan imajinasi, ataupun fantasi seksual yang
dibuatnya dengan melihat benda-benda non-seksual. Seseorang
yang memiliki perilaku fetish cenderung tertarik terhadap objek-
objek non-seksual yang sulit dikendalikan (Ester Lianawati, 2020).
Objek yang dijadikan fetish dapat digunakan dalam memenuhi
hasrat dan kepuasan seksual tanpa pasangan dengan cara
menyentuh, melihat, ataupun mencium objek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, periléku fetish  merupakan
suatu sikap yang menyimpang dalam pemenuhan kebutuhan
seksual individu. Perilaku fetish dapat didasari pula pada faktor
biologis, budaya, dan sistem sosial yang kemudian membawa
pengaruh dalam seksualitas seseorang hingga pada akhirnya
terbentuk perilaku fetish itu sendiri. Perilaku ini cenderung
bersifat tersembunyi sehingga para: korban akan sulit atau
lambat menyadari tindakan tersebut. Pelaku fetish biasanya
membutuhkan benda nyata, akan tetapi sebagian lainnya bisa
mencapai hasratnya hanya dengan melihat gambar objek yang
tersebar dalam media sosial. Individu dengan kondisi fetish, ;
umumnya akan melihat, memegang, menggosok, atau mencium
objek fetish untuk pemenuhan hasrat seksualnya.

3. Pelecehan Seksual Non Fisik Fetish di Indonesia

Sebagaimana yang disebutkan bahwa perkembangan
teknologi ikut menciptakan tindak kejahatan dengan modus baru.
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Dalam hal ini,-pelecehan seksual non fisik sedang marak terjadi
yang salah satunya dilakukan melalui fetish. Adapun, pelaku
umumnya menghubungi korban untuk memenuhi keinginannyd
dengan alasan kepentingan tertentu. Oleh karenanya, sulit bagi
korban untuk menyadari fetish dari pelaku. Adapun, beberapa
kasus yang pernah terjadi sebagai berikut:

- Kasus Fetish Mukena di Malang, 2021. Pelaku pada kasus
ini adalah Dimas Alvian yang merupakan mahasiswa yang
juga bekerja sebagai fotografer. Berdasarkan penyelidikan
oleh kepolisian, terdapat sekitar 10 (sepuluh) korban meliputi
mahasiswa, model, dan ibu rumah tangga. Para korban
yang termanipulasi oleh tipu daya pelaku dengan modus
endorsement foto katalog online shop. Pelaku menyamar sebagai
perempuan bernama Riya dan hal ini memang sudah dicurigai
oleh salah satu model karena selama proses pemotretan Riya
tidak pernah hadir dan hanya ada Dimas selaku fotografer.
Selang beberapa bulan, seorang model menemukan sebuah
akun bernama @pecinta_mukena yang memposting foto
model-model yang sedang memakai mukenanya disertai
dengan nama lengkap model hingga akun Twitter masing-
masing. Setelahnya, diketahui bahwa Riya adalah Dimas
vang bekerja sebagai fotografer katalog mukena para model
tersebut. Dimas mengakui bahwa foto tersebut sebagai
konsumsi pribadi, tidak untuk dijual dimanapun. Para korban
akhirnya melaporkan dugaan kasus penipuan dan pelecehan
seksual pada pihak kepolisian dengan didampingi oleh salah :

_satu lembaga perempuan.

Berdasarkan kasus di atas, dapat memberikan
dampak pada korban dalam kehidupan sosialnya, seperti
mengalami kegelisahan, ketakutan, tidak percaya diri dalam
bersosialisasi, dan keru gian-kerugian lainnya. Oleh karena itu,
dibutuhkan instrumen hukum dalam melindungi masyarakat
utamanya perempuan dari rasa takut. Mukena sebagai
pakaian suci bagi umat Islam digunakan oleh pelaku untuk
melakukan perbuatan yang tercela dan sangat melanggar
moralitas réligius. Dengan adanya berbagai perilaku yang
menyimpang maka demoralisasi masyarakat pun meningkat

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia &7 it
dalam Berbagai lsu dan Realitas ’ ) T Ry, SREea



dikarenakan melalui pelecehan seksual fetish, seseorang
melakukan perbuatan untuk mendapatkan kepuasan seksual
yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, merasa terhina,
dan direndahkan. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh
pelaku fetish telah memberikan rasa tidak aman dan korban
yang merasa direndahkan harkat dan martabatnya.

Kasus Fetish Deodorant, 2019. Pada 30 November 2019, akun
Twitter dengan username @Minm0Ongie mengunggah utas
yang menjelaskan bahwa dia dihubungi melalui Instagram
oleh akun dengan nama @sisilia donita4l yang mengaku
sebagai mahasiswa Ul dari prodi kecantikan. Disebutkan
bahwa akun @sisilia _donita4l telah menghubungi secara
berkala sejak Maret 2019. Akun @sisilia donita4l tersebut
menanyakan perihal deodoran dengan tujuan penulisan
skripsinya. Setelahnya percakapan menjurus kepada hal
tidak senonoh dan permintaan foto ketiak dan video tutorial
pemakaian decdoran. Karena menyadari permintaan yang
tidak biasa tersebut, maka @Minm00ngie menolak untuk
melakukan. Dalam hal ini, disebutkan bahwa telah terdapat
korban sebelumnya sebab akun @sisilia_donita4l sempat
mengirimkan sebuah video seorang perempuan yang
menggunakan deodoran. Setelah melakukan konfrontasi
terkait fetish, pelaku kemudian melakukan pemblokiran yang
mana memperkuat tindakan feéish tersebut.

Berdasarkan kasus di atas, tindakan pelaku yang
menghubungi berbagai orang dan menyebarkan video
korban akan memberikan rasa tidak cemas dan aman ketika
korban menyadari motif asli pelaku. Dalam hal ini, pelaku
merasa hasrat seksualnya dipenuhi dengan menonton video
perempuan yang menggunakan deodorant ataupun melihat
foto ketiak korban. Adapun, pelaku yang menghubungikorban
dengan alasan memiliki kepentingan terkait skripsinya akan
mudah dipercavai oleh korban. Hal ini dikarenakan korban
berpikir bahwa permintaan pelaku hanya sebatas tutorial
menggunakan deodoran sehingga akan dianggap harmless
jika tidak mengetahui motif aslinya. Demikian, ketika korban
telah menyadari bahwa pelaku menggunakan videonya
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untuk memenuhi hasrat seksual, tentu akan memberikan rasa
cemas dan tidak aman kepada korban sebab identitasnya telah
diketahui oleh pelaku. Pelaku yang telah mengenali identitas
korban bisa saja bertindak jauh yang mengancam korban.

L4

- Kasus Fetish Asi, 2023. Pelaku bernama Bayu masuk dalam
komunitas ibu-ibu menyusui. Setelahnya, Bayu banyak
menanyakan berbagai hal yang terkait dengan ASI dan
menyusui, seperti cara memperbanyak ASI, cara pumping, dan
lainnya dengan alasan bahwa istrinya mengalami masalah
sehingga tidak bisa menyusui bayinya. Kemudian, salah
seorang berinisial RA merasa iba dan bersedia mendonorkan
ASl-nya. Namun, semakin lama pelaku terus mendesak
sehingga membuat RA merasa tidak nyaman dan mulai
curiga bahwa pelaku adalah laki-laki dengan fetish ASI. Dari
sini pelaku mengaku bahwa dirinya penasaran dengan rasa
ASIl dan bahkan melakukan pelecehan verbal kepada RA
dengan meminta untuk disusui secara langsung.

Menurut Mark Griffiths, Profesor Departemen
Psikologi Nottingham Trent University, memberikan
penjelasan bahwa frtish ASI atau dikenal dengan istilah
Lactophilia merupakan kondisi dimana seseorang mendapat
kenikmatan seksual ketika melihat wanita menyusui atau
menghisapnya sendiri. Perbuatan fetish yang dilakukan oleh
Bayu adalah gangguan seksual yang memiliki obsesi atau
respon seksual yang cukup intens terhadap ASI vang mana
ini merupakan tindakan yang tidak umum dan tercela.
Pelaku bahkan melakukan segala cara untuk mendapat
;pemenuhan hasratnya yaitu bergabung dalam komunitas ibu-
ibu menyusui bahkan mendesak korban untuk menyusuinya
secara langsung. Hal ini sebagai bentuk pelecehan seksual,
sehingga diperlukan peran lembaga yaitu Asosiasi Ibu
Menyusui Indonesia (AIMI). Dengan terjadinya kasus fetish
ASI ini, AIMI memperingatkan untuk para ibu-ibu menyusui
lebih berhati-hati dalam mendonorkan ASI-nya. Indonesia
sendiri belum memiliki bank ASI sehingga prosedur donor
masih banyak dilakukan perorangan atau antar ibu tanpa
proses skrining yang ketat. Oleh karena itu, peran pemerintah
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untuk segera menetapkan ketentuan hukum dan mengambil
tindakan yang tegas dan nyata agar kasus-kasus seperti ini
tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Berdasarkan uraian ketiga kasus di atas, semuanya
memiliki cara yang sama dalam menghubungi pelaku, yakni
mengirimkan pesan melalui media sosial. Selain itu, pelaku
dalam ketiga kasus sama-sama memaparkan bahwa pelaku
memiliki kepentingan terkait dengan permintaannya tersebut.
Pada dasarnya, para pelaku dalam ketiga kasus di atas
menghubungi korban untuk memenuhi hasrat seksualnya
yang mana hal ini tidak diketahui oleh korban.

4. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban
Fetish

Angka kasus pelecehan dan kekerasan seksual
terhadap perempuan yang terus meningkat telah menimbulkan
kekhawatiran bagi masyarakat, sebab mengganggu keseimbangan
hukum serta nilai dan moral masyarakat. Namun, pemahaman
masyarakat umum mengenai fefish sendiri belum begitu
komprehensif dikarenakan minimnya informasi sehingga
pemahaman masyarakat juga terbatas. Kurangnya pengetahuan
masyarakat terhadap fetish tersebut yang kemudian menjadi celah
bagi pelaku dalam mencari korban. Sehingga peran pemerintah
menjadi penting dalam memberikan informasi yang memadai
guna mencegah dan meminimalisir kasus-kasus dengan pola
pelecehan seksual fetish.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S H. menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan perlindungan korban tindak pidana dapat
dipandang menjadi dua arti, yaitu 1. Dapat dipandang sebagai
suatu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak
pidana, yang berarti bahwa menjamin adanya perlindungan hak
asasi manusia atau kepentingan hukum terhadap seseorang; dan 2.
Dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang bertujuan untuk
memperoleh jaminan hukum atas penderitaan ataupun kerugian
orang yang telah menjadi korban tindak pidana, dapat dikatakan
juga sebagai penyantunan terhadap korban, Adapun beberapa
macam santunan yang bisa diberikan yakni berupa pengembalian
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nama baik atau rehabilitasi, pengembalian keseimbangan batin
seperti halnya pemaafan, serta pemberian ganti kerugian yang
dapat berupa restitusi, kompensasi, dan jaminan atau santunan
kesejahteraan sosial (Nawawi dalam (Sari, 2022). -

L4

5. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai
Korban Pelecehan Seksual Non Fisik Fetish

Pada dasarnya, fetish merupakan salah satu bentuk
penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Sila
pertama Pancasila menegaskan bahwa “Ketuhanan Yang Maha
Esa” yang mana mengandung nilai bahwa dengan adanya
kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa maka
diharapkan agar sesama manusia untuk saling menghargai dan
membina kerukunan dalam hidup bersama. Perilaku fefisi yang
melanggar norma kesusilaan perlu dikuatkan dengan penetapan
ketentuan tindak pidana sehingga dapat melindungi kepentingan
prang yang dirugikan. Kemudian, pada sila kedua yang berbunyi
“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, artinya setiap manusia
harus memperlakukan sesamanya dengan hormat sesuai harkat
dan martabat, dengan tidak merendahkan harga diri seseorang
melalui tindakan pelecehan seksual.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan
bahwa “Indonesia adalah negara hukum” dan pada Pasal 28G
ayat (1) menegaskan pula bahwa “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau:tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Makna
yang terkandung dalam kedua pasal tersebut saling terkait bahwa
negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang melindungi
seluruh warga negaranya baik perlindungan dalam aspek diri
pribadi, harta benda, hingga-pada kehormatan harkat dan
martabat. Perlindungan hukum yang dijalankan bertujuan untuk
memberikan jaminan pengamanan dan kepedulian terhadap
kepentingan korban yang sudah dirugikan akibat adanya
penyimpangan pelecehan seksual.
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6.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban -

R. La Porta dalam Journal of Financial Economics,
menyebutkan bahwa bentuk dan sarana perlindungan hukum
yvang diberikan oleh negara terdiri dari 2 (dua) sifat, yaitu
bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan dan
bersifat hukuman (sanction) yaitu melalui penegakan peraturan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk perlindungan hukum
yang bersifat pencegahan dapat dilaksanakan oleh negara
melalui Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan
Anak dengan memberikan pengawasan, pendampingan, dan
pemulihan atas kasus-kasus pelecehan fetish yang terjadi pada
tingkat Kepolisian maupun pengadilan nantinya. Sedangkan
dari upaya perlindungan hukum yang bersifat represif, dapat
juga dilakukan oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak dengan membantu korban-korban untuk
melanjutkan laporan ke pihak,K Kepolisian serta membantu
pemulihan atas trauma tindakan pelecehan dan kekerasan seksual
yvang dialami korban. Bentuk dan segala upaya yang diberikan
oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan
Anak harus terorganisir dengan baik dalam membuat regulasi
pendampingan korban pelecehan dan kekerasan seksual baik
di tingkat daerah, kota, maupun provinsi agar penanganannya
tidak tumpang tindih. Selain itu, korban juga bisa mendapatkan
kepastian hukum yang jelas untuk merasa terlindungi dan aman.

Kemudian, pengaturan hukum mengenai pelecehan
seksual non fisik fetish tidak hanya terbatas pada pemidanaan
bagi pelaku saja, namun harus mencakup pula pemulihan dan
pemenuhan hak korban. Terdapat beberapa bentuk dan upaya
perlindungan hukum terhadap korban, yaitu:

- Penjelasan yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2020 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018, memberikan definisi mengenai kompensasi yaitu
suatu kerugian yang diberikan kepada negara karena pelaku
tidak sanggup untuk mengganti kerugian secara penuh
yang seharusnya menjadi bagian tanggung jawabnya dan
dijelaskan pula mengenai restitusi yaitu ganti kerugian oleh
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pelaku atau pihak ketiga yang diberikan kepada korban atau
pihak keluarganya.

- Pemberian konseling guna mencegah pengaruh negatif pada’
psikis korban akibat pelecehan seksual fetish yang dialaminya.
Konseling ini dilakukan agar dapat menyembuhkan trauma
korban yang bersifat berkepanjangan sehingga korban dapat
menjalani aktivitas dengan baik tanpa adanya tekanan
ataupun rasa frauma.

- Menyediakan dan memfasilitasi pelayanan bantuan medis
guna meliputi pemeriksaan jasmani korban dan laporan
kesehatan tercatat korban apabila dibutuhkan dalam
menuntut pelaku atas tindakan pelecehan seksual yang
dilakukannya. Dengan adanya keterangan medis ini maka
dapat mempermudah proses penuntutan karena telah
memiliki bukti yang cukup kuat untuk diproses lebih lanjut
oleh pihak kepolisian.

Pada dasarnya, korban pelecehan seksual atas perilaku
fetish memiliki hak atas penanganan dan hak memperoleh
pemulihan yang bertujuan untuk mengobati trauma fisik
maupun psikis dengan tahapan yang berkelanjutan sampai
pada penyembuhan korban secara menyeluruh. Maka dari itu,
dibutuhkan pelaksanaan upaya perlindungan oleh negara yang
berkewajiban memenuhi hak korban dengan menyesuaikan pada
kondisi kebutuhan tiap korban.

7. Pengaturan Hukum mengenai Fetish dalam Peraturan
Perundang-Undangan

Pada dasarnya, KUHP tidak mencakup lindak pidana
kekerasan seksual secara menyeluruh. Dalam hal ini, KUHP tidak
mencakup aturan mengenai pelecehan seksual non fisik. Selain
itu, tidak terdapat jaminan kesejahteraan bagi korban dari tindak
pidana kekerasan yang terjadi. Maka dari itu, eksistensi UU TPKS
memberikan perlindungan sekaligus jaminan kesejahteraan
bagi korban kekerasan seksual. Adapun, perlindungan hukum
terhadap perempuan sebagai korban fetish sebagai pelecehan non
fisik tercantum pada pasal-pasal berikut:
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- Pasal 5 “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual
secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan
seksual, danfatau ovgan reproduksi dengan maksud
merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan
seksualitas  danjatau  kesusilaannya, dipidana  karena
pelecehan seksual non-fisik, dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Pada dasarnya, fetish yang merupakan pemenuhan hasrat
seksual dengan memandangi objek atau bagian tubuh tertentu
pada seseorang merupakan tindak pelecehan non fisik. Hal ini
dikarenakan pelaku melakukan objektifikasi seksual kepada
korban tanpa persetujuannya. Demikian hal ini merupakan
aktivitas yang tidak patut dan merendahkan atau mempermalukan

seseorang.

- Pasal 15 ayat (1) huruf e “Pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 santpai dengan Pasal
14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan lebik dar
1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (safu)

orang”.

Pelaku fetish biasanya menghubungi berbagai orang
untuk melakukan keinginannya yang kemudian diunggah dalam
satu akun khusus berisikan konten serupa.

- Pasal 17 ayat (1) “Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan
berupa Rehabilitasi”.

Sebagaimana yang disebutkan bahwa fetish merupakan
kelainan dengan ketertarikan terhadap objek tertentu atau hal
yang tidak biasa, maka pelaku perlu dikenakan tindakan berupa
rehabilitast untuk mencegah pengulangan tindakan setelah -
menyelesaikan hukuman pidananya.

Selain itu, dikarenakan tindakan fetish juga biasanya
memanfaatkan media berupa video atau foto dan media sosial,
maka fetish sebagai pelecehan seksual non fisik dapat pula
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dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut: '

- Pasal 27 ayat (3) “Setinp Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan” .

Pengunggahan berbagai video dengan konten serupa
dalam satu akun yang sama telah bertentangan dengan kesusilaan.
Hal ini dikarenakan tujuan pengunggahan atau pengoleksian
video atau foto dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual pelaku
yang tidak biasa dan tanpa persetujuan korban yang berada dalam
media bersangkutan.

C. Kesimpulan

Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan upaya
yang patut diberikan oleh negara terhadap seluruh warga negaranya,
mencakup perlindungan diri pribadi, kehormatan harkat dan martabat
sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 dan Pancasila. Dalam
hal ini, perempuan sebagai kelompok rentan dan pihak yang memiliki
fear of crime lebih besar berhak atas jaminan keselamatan dan rasa aman
terhadap diri sendiri. Oleh karenanya, perlindungan hukum diberikan
kepada korban akibat kerugian dari tindakan pelecehan seksual yang
dideritanya. Adapun, pelecehan seksual non fisik tidak dicakup dalam
KUHP. Eksistensi UU TPKS dalam hal ini telah menerapkan dalam
Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang melakukan
perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh,
keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud
merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas
dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non-
fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.
Meskipun demikian, masih tetap diperlukan aturan lebih spesifik
terkait pelecehan seksual non fisik, sebab aturan yang bersifat general
cenderung mudah dibantah ataupun dihindari oleh pelaku.
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Selanjutnya, beberapa bentuk perlindungan hukum
terhadap korban yaitu memberikan kompensasi dan restitusi
sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 bahwa negara yang
akan menanggung kerugian dikarenakan kondisi pelaku yang tidak
memungkinkan untuk membayar ganti rugi secara penuh ataupun
dapat dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga yang diberikan kepada
korban atau pihak keluarganya. Kemudian, terdapat pemberian
konseling sebagai bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan ke
arah psikis korban dan menyembuhkan trauma ataupun luka yang
berkelanjutan hingga pada akhirnya korban bisa sembuh dan dapat
menjalani aktivitas seperti semula.
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Sanksi Pelanggaran Hak Cipta
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana
Pasal 113

1}

2)

3)

Setiap Orang vang dengan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau
tanpa 1zin Pencipta atau pemegang Hzk Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1}
huruf ¢, huruf d, huruf f dan/atau huruf b untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 {tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp500 000 000,00
{lima ratus juta rupiah) :

Setiap Orangyang dengan tanpa hak dan/atautanpa
1zin Peacipla atau pemegang Hak Cipta melakukan
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) haruf 2, huruf
b, huruf o, dan/atau huruf g untuk Fenggurioan
Secara Xomersial dipidana dengan pidana peniara
paling lama 4 {empat) tahun danjatau ptdana
denda pahng banyak Rpl 000000 000,00 (satu
miliar rupiah)

Setiap Grang yang memenuh unsur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam
bentuk pembaakan, dipidana dengan pidena
pemara pahing lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Epd 000 000 000,00
{empat rmiliar rupiah)
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KATA PENGANTA

*- .
“The seeds of success in every nation on earth are best
planted in women and children”

(Joyce Banda)

Pembahasan terkait anak dan perempuan merupakan isu hukum
yang tidak pernah lekang dan selalu menjadi topik kajian yang aktual.
Perlindungan terhadap hak anak dan perempuan khususnya penyandang
disabilitas dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi
maupun berbagai permasalahan yang lain menjadi pokok perhatian bagi
berbagai pihak, termasuk Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Surabaya. Upaya penanganan untuk memenuhi hak anak dan
perempuan menjadi focal point dan main concern dari berbagai pihak antara
lain pemerintah, akademisi, praktisi hukum maupun pemerhati hukum.

Bertepatan dengan peringatan hari kesetaraan perempuan,
Women's Equality Day, sebagai bagian dari perguruan tinggi, Laboratorium
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, juga memiliki
Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Perempuan yang juga merupakan
salah satu pihak yang berkomitmen untuk membantu dalam upaya
perlindungan bagi hak anak dan perempuan. Melalui terbitnya buku
“Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: dalam berbagai
isu dan realitas”, merupakan buah pikiran dan kajian bersama para
akademisi hukum, praktisi hukum maupun mahasiswa hukum.

Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Surabaya berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai
masalah anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia. Berbagai kajian
mulai dariaborsihasil kekerasan seksual terhadap perem ]:')uan penvandang
disabilitas mental, penyalahgunaan Al photoshop dalam mengedit foto
wanita, catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan,
pemaksaan aborsi sebagai kekerasan seksual, kriminalisasi perempuan
korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan, ancaman cluld groomning
yvang tidak terlihat terhadap anak-anak, delik hukum terhadap tindakan
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pencabulan anak di bawah umur dan di tempat umum, nraupun kajian
fetisl sebagai bentuk pelecehan sesual non-fisik.

Berbagai tulisan yang berperspektif hukum diharapkan akan
mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas pentingnya
perlindungan hukum bagi anak dan Perempuan di Indonesia. Melalui
buku ini diharapkan akan semakin meningkatkan “protection and awareness
to child and women’ di Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan menjadi
lebih kuat dan tangguh. Berbagai artikel ini juga ditulis dan dikaji dengan
prinsip ‘the best interest of the child” sehingga anak sebagai generasi muda
bangsa akan semakin tumbuh secara sehat, kuat dan berakhlak mulia. Hal
ini juga sesuai dengan tema hari Anak Nasional 2024, “ Anak Terlindungi,

Indonesia Maju”

Buku ini tidak akan terbit tanpa dukungan berbagai pihak antara
lain pimpinan Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan berbagai pihak
lainnya. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya
disampaikan kepada Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Peter Jeremiah, S.H., M.H. selaku
Wakil Dekan I, beserta Dr. Elfina L. Sahetapy, S H., LL.M. selaku Wakil
Dekan II, yang telah memberikan dukungan, perhatian dan support yang
sangat luar biasa sampai dengan terbitnya buku ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi mendalam juga disampaikan
kepada seluruh contributor yang dalam buku ini telah memberikan
sumbangsih pikiran dan saran atas upaya perlindungan hukum terhadap
anak dan Perempuan di Indonesia. Semoga sumbangsih pemikiran yang
telah dituangkan dalam buku ini dapat menjadi landasan dalam tatanan
kebijakan hukum maupun dalam tatanan penegakan hukum di Indonesia.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen yang ada
di Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya
yang juga ikut mendukung terbitnya buku ini. Terima kasih juga bagi
Jennifer Wu, selaku tim editor yang telah begitu gigih dan berjuang
menyelesaikan buku ini, beserta Chesa Effendi, 5. H., M.H. dan Stanley
Brilyan selaku team editorial board yang telah banyak membantu dari awal
sampai dengan akhir.

Ungkapan “tak ada gading yang tak retak” kiranya tepat untuk
menggambarkan bahwa tidak ada satupun karya yang maha sempurna.
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Oleh karenanya dalam proses pembuatan dan penerbitan buku ini yang
jauh dari kesempurnaan, kiranya dengan segala kerendahan hati, kami
mohon maaf bila terdapat kesalahan yang ada. Semoga tulisan-tulisan
dalam buku ini dapat menjadi secercah harapan untuk membuat upaya
pemenuhan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan di Indonesia
dapat bergerak kearah yang lebih maju.

Salam,

Dr. Suhartati, S.H.,, M.Hum.

Ketua Laboratorium Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
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Pembahasan terkait anak dan perempuan merupakan isu hukum yang tidak

pernah lekang dan selalu menjadi topik kajian yang akl jal. Perlindungan
terhadap hak anak dan perempuan khususnya penyandang disabilitas dar
berbagal tindak kekerasar diskriminasi, ekspioitasi maupun berbagal
permasalahan yang lain menjadi pokok perhatian bagi berbagai pihak, termasuk
Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Upaya
penanganan untuk memenuhi hak anak dan perempuar menjad| focal point dan
maoin concern dari berbagal pihak antara lain pemernnt ikademisi, praktisi
hukum maupun pemerhatl hukum

Melalul terbitnya buku “Kajian Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan
di Indonesia: dalam berbagai isu dan realitas”, merupakan buah pikiran dar
kajian bersama para akadermusi hukum, praktisi hukum maupun Manasisws
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